GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : KPTS. ' 22 /|| /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

bahwa dengan berakhirnya masa kerja Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.189/11/2023,
maka untuk tetap mendukung upaya sistem pengelolaan
hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau Hutan
Hak/Hutan Adat oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat
Hukum Adat, perlu dibentuk kembali Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, untuk
membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas
Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi dibentuk
Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)
yang ditetapkan oleh Gubernur dan masa kerja Pokja PPS
selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan
Perhutanan Sosial Provinsi Riau;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositem (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3888);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Menetapkan
KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, TambahanLembaran
Negara Republik Nomor 6635);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 71);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan Gubernur ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial kepada masyarakat
di Provinsi Riau dan para pihak terkait;

b. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS);

c. membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan
perhutanan sosial;

d. membantu melakukan verifikasi teknis permohonan
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial,

e. melaksanakan manajemen informasi dalam pelaksanaan
kegiatan perhutanan sosial;

f. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial
Pengelolaan Perhutanan Sosial;
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g. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban
dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan
penetapan status Hutan Adat;

h. membantu fasilitasi penataan areal;

i. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan
Perhutanan Sosial;

j-  membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial
dan;

k. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu sekretariat sebagaimana
tercantum dalam lampiran II Keputusan Gubernur ini.

Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mepunyai
tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas adminitrasi;

b. menyiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk
kegiatan pelaksana tugas kelompok kerja percepatan
Perhutanan Sosial dan

c. mebantu Pokja PPS dalam meyusun bahan laporan

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja Percepatan
Perhutanan Sosial Provinsi Riau bertanggung jawab kepada
Gubernur Riau

Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu selama 2 (dua) Tahun sejak ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dan dapat diperpanjang sesuai Peraturan
Perundang-Undangan

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR

lepte, 103/ /1026

TANGGAL : 3¢ Feohruari 2024

KELOMPOK KERJA

PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI RIAU

STRUKTUR NAMA/JABATAN INSTANSI/LEMBAGA
1 2 3
Pembina/Penasehat Gubernur Riau e Kepala Daerah Provinsi Riau
Ketua DPRD Provinsi ¢ DPRD Provinsi Riau
Riau
Sekretaris Daerah e Sekretariat Daerah Prov.
Riau
Johny Setiawan Mundung |¢ Ketua POKJA PPS Riau
Periode 2023 - 2025
Koordinator DPW FKKM e FKKM Riau
Riau
Ketua Kepala Dinas LHK .

Provinsi Riau

DLHK Provinsi Riau

Ketua Harian

Fadil Nandila,S.Pi

Yayasan Konservasi
Nusantara

Wakil Ketua

Miswadi

Yayasan Buana Nusa Lestari

Sekretaris

Kabid. Pengelolaan DAS,
Restorasi Gambut dan PS

DLHK Provinsi Riau

Wakil Sekretaris

Fandi Rahman

Asosiasi Pengelola PS
Indonesia-Riau

Koordinator Penyiapan
Kawasan Perhutanan
Sosial

Kabid. Perencanaan dan
Pemanfaatan Kawasan
Hutan

DLHK Provinsi Riau

Anggota Sekretaris Jenderal JMGR |e Jaringan Masyarakat
Gambut Riau
Kepala Balai Perhutanan | Balai Perhutanan Sosial
Sosial Kampar Kampar
Kepala BPKH Wilayah XIX |¢ BPKH Wilayah XIX
Pekanbaru Pekanbaru
Prof. Dr. Junaidi, S.s, e Akademisi (UNILAK)
M.hum
Prof. Dr. H. Syafrinaldi,  Akademisi (UIR)
SH, MCL
Dr. Mardhiansyah, S.Hut | Akademisi (UNRI)
M. Si
Ketua Pengurus Daerah |¢ AMAN Kampar
Koordinator Direktur Paradigma .

Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial

Perkumpulan Paradigma

Anggota

Kabid. Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

BAPPEDA Provinsi Riau

Penata Perijinan Madya

DPMPTSP Provinsi Riau

Kabid. Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Disperindagkop, UKM
Provinsi Riau

Kabid. Pengembangan
Usaha dan Penyuluhan

Dinas Perkebunan Provinsi
Riau

Kabid. Agribisnis
Peternakan

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Prov Riau

Kabid. Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau

Alam




STRUKTUR

NAMA/JABATAN

INSTANSI/LEMBAGA

Kepala BPHL Wilayah III
Pekanbaru

BPHL Wilayah III Pekanbaru

Kepala BPDAS Indragiri-
Rokan

BPDAS Indragiri-Rokan

Kabid. Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata Provinsi
Riau

Direktur BUMD

BUMD Provinsi Riau

Direktur Perkumpulan
Elang

Perkumpulan Elang

Direktur LPER

Laskar Penggiat Ekowisata
Riau

Dr. Ir. Eno Suwarno M.Si

Akademisi (UNILAK)

Direktur LRII

Lembaga Riset Inovasi
Indonesia

Koordinator Basis data
dan Sosialisasi
Perhutanan Sosial

Koordinator Jikalahari

Jaringan Kerja Penyelamat
Hutan Riau

Anggota

Kepala UPT KPH se-
Provinsi Riau

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau

Kabid. Informasi dan
Komunikasi Publik

Diskominfotik Provinsi Riau

Kepala BPS Provinsi

BPS Provinsi Riau

Ketua Perkumpulan Ara
Sati Hakiki

Perkumpulan Ara Sati Hakiki

Direktur Yayasan Hutan
Riau

Yayasan Hutan Riau

Senior program lead

WRI Indonesia

regional Riau
Koordinator Penyuluh DLHK Provinsi Riau
Kehutanan
Koordinator Direktur LPESM Riau Lembaga Pemberdayaan
Pengendalian Ekonomi Sosial Masyarakat

Perhutanan Sosial

(LPESM) Riau

Anggota

Datuk H. Jonnaidi
Dasa,S.Si

Lembaga Adat Melayu Riau

Kabid. Pemberdayaan
Masyarakat

DPMD Provinsi Riau

Kabid. Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata

Dinas Pariwisata Provinsi
Riau

Kabid. Kelautan dan

Dinas Kelautan dan

Pengawasan Perikanan Provinsi Riau

Dr. Darmadi Ahmad, Akademisi (UNRI)

S.Pd, M.Si

Project Manager Riau Yayasan Hutan

Landscape Tropis/Eartworm

Direktur YMI Yayasan Mitra Insani
Koordinator Resolusi Direktur Bahtera Alam Perkumpulan Bahtera Alam

Konflik Perhutanan
Sosial

Anggota

Direktur Bidang
Masyarakat

POLDA Riau

Kasi. Wilayah II Balai
Gaklkum Kehutanan

Balai Gakkuimn Kehutanan
Wilayah Sumatera

Kabid. Penaatan dan
Penataan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

DLHK Provinsi Riau

Direktur YLBHI LBH

Lembaga Advokasi




STRUKTUR

NAMA/JABATAN

INSTANSI/LEMBAGA

Anggota

Direktur LALH

e Lembaga Advokasi
Lingkungan Hidup

Direktur RSF

e Riau Sosial Forestry

Direktur YSKN

e Yayasan Sahabat konservasi
Nusantara  ,

Direktur KBH

+ Kantor Banty4n Hukum

Direktur WALHI RIAU

e Wahana %‘kungan Hidup
Riau

/
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LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR

: kpts. 123 /11 /2026

TANGGAL : 2¢ rebruari 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

PROVINSI RIAU

Struktur

Nama/Jabatan

Institusi

Kepala Sekretariat
Perhutanan Sosial

1)

Wakil Sekretaris POKJA PPS
Riau

Asosiasi Pengelola
Perhutanan Sosial
Indonesia-Riau

Anggota

2)

Kasi. Wilayah I Balai PS
Kampar

Balai Perhutanan Sosial
Kampar

3)

Ketua Tim Kerja Penyuluhan
dan Perhutanan Sosial

DLHK Provinsi Riau

4)

Ketua Tim Kerja Pemanfaatan
dan Penggunaan Kawasan
Hutan

DLHK Provinsi Riau

S)

Mulyadi

Yayasan Gax?ut
Indonesia

6)

Syahrudin

Simpul Layanan
Pemeta. artisipatif
Riau ( P-Riau)
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